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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

| TENTANG
’ PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien serta pelayanan yang optimal,
diperlukan adanya pedoman yang men jabarkan sistem
pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan,
 ak vel dan bertanggung jawab;

ik penyesuaian terhadap Peraturan
or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
erah sebagai pengganti Peraturan

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
perlu mengubah Peraturan
wn 2013 tentang Perubahan
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

- m:ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

varan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
1a telah diubah beberapa kali terakhir
in Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
entang Pemerintahan Daerah (Lembaran
ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Lembaran Negara Republik Indonesia

ul

ntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
an Badan Layanan Umum
publik Indonesia Tahun 2005

~ Lembaran Negara Republik

| sebagaimana telah diubah
ntah Nomor 74 Tahun 2012
raturan Pemerintah Nomor
elolaan Keuangan Badan
an Negara Republik
or 171, Tambahan
>sia Nomor 5340);
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2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

12. Peraturan pPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 6322);

ri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

Standar Akuntansi

Akrual pada |

| 18, Peraturan Mente
2013 Tentang Penerapan
Pemerintahan Daerah Berbasis

Pemerintah DaeTah;

enteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
an Atas Peraturan Mentepi
tentang

14, Peraturan M
2018 Tentang Perubah
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

I5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo, 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerjntahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nome€nklatyr
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

AT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dipindai dengan CamCcann



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

4. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya
disingkat DPRD) adalah lembaga Pervvakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.
Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

didalamnva scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut.

| Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

| pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
ll.m Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang
-Hi penambah nilai Kekayaan bersih dalam periode tahun

Man
iSi dana yang

~ Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
er dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Datrah
arkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
:mampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
ya;ng selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
tan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
- keuangan antar-Daerah untuk mendanai
ingka pelaksanaan Desentralisasi.
‘selanjutnya disingkat DAK adalah dana
atan APBN yang dialokasikan kepada
U membantu mendanai kegiatan

rusan Pemerintahan yang menjadi

bl

~1

i b

-

IS

N _ 4
emMerintah Kabupaten Bengkayang
bersih dalam periode tahun

y perlu dibayar kembali
Il.’! baik p&dﬁ tahun |

' ‘berikutnya.

daerah menerima

dari pihak lain
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19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk imestesi Panritah Rabupaten

Bengkarang pada Pemerintah Pusat, Pemermnta bt habupaien Bomh ayang

Lainnya, Badan layvanan Umum Daerah  wilik  Pemerrcah  Kabupkaten
cara. Fadan Usalia Milik Daeralh,

Bengkayang lainnyva, Fadan Usaha Milik Neg
wleh bunga dan peag cmbatan

Koperasi dan Masvarakat dengan hak mempet
pokok pinjaman.

20. Dana Cadangan adalah
pembangunan prasamngd dan

dalam s« tahun anggaran
21. Beban adalah penurunan mantaat ckonomi atau poterisi

pelaporan yang menurunkan ckuitas atau niki kekayaan bersih vang daprat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbumya kewajiban
22. Rencana mJangil Menengah Dacrah vang selanjutnma disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk pemwde 5 (Il tahun
23. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayvang Vvang selamutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (s )

tahun.
24. Kebija jmum APBD vang selanjumya disingkal KUA adalah dokimen

ge— 7
at kebijakan bidang pendapatan. belanja dan pembiayaan serta

: rinva untuk periode 1 (satu} tahun.

an jutya disingkat FIPAS

isishlaan untuk mendamar Kebutuhan

dana vang d
dibehantan

rana Daerah vang tidak dapat

asa dalam periode

~ Ang garan Sementara yang sel
n prioritas dan patokan batas maksimal  ang garan Vang
‘ Perangkat Daerah untuk setiap program schagal acuan
‘ RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Anggaran Perangkat Dacrah yang selanpumya disingkat
' men yang memuat rencana pendapatan dan belan ja
y memuat rencana pendapatan,  belanja dan
ielaksanak an fungsi bendahara umum daerah vang
vusunan APED. |
tza Menen.eah adalah pendek atan  pengargagaran
engambilan keputus an terhadap kebijakan
f lebih dari satu tahun anggaran dan
dbat keputusan vang bersangkutan pada
h prak iraan me .
(PD dalam bentuk upaya yang benst
nakan sumber daya yang disediakan
engan misi SKPD. '
aksanakan oleh satu atau lebih
capaian sasaran terukur pada
ndakan pengerahan sumber
wsia), barang modal
dari beberapa atau
an (input) untuk
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32. Hasil (outcme) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
33. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau

atu kegiatan.
an/program yang akan atau telah

anggaran dengan kuantitas dan

keluaran yang diharapkan dari su
34. Kinerja adalah kelparan/has il dari kegiat
dicapai sehubungan dmgan penggunaan

kualitas yang terukur.
penyimpanan  uang daerah yang

35. Kas Umum Dacrah adalah tempat
ditentukan olch F3upati untuk menampung semud penerimaan daerah dan

digunak:an untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

36. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpa
daerah yang ditentukan olehBupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada

Bank yang ditetapkan.

l 37. Dokumen Pelaksanaan Anggar
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan an

anggaran.
38. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak
lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah
W“-hhu penerbitan surat perintah membayar langsung.

==

n uang

an SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
belanjs dan pembiayaan

ggaran oleh pengguna

Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
yang diberikan kepada bendahara

muka
iav ai

pengeluaran pembantu untuk memb
sanaan APBD yang tidak cukup didanai dari
n bata waktu dalam 1(satu) bulan.

. selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
untuk melaksanakan kegiatan seDagai

arlalc

g selanjutnya disingkat SPP adalah
it yang bertangg ungjawab atas
] untuk  mengajukan

a1
c

‘adalah uang muka kera
T pengeluaran untuk
/unit satuan kerja
yang menurut

mekanisme

" |
anjutnya disingkat
untuk

) yang

L
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|an vang selan jutnya

an Tambahan Uang Persedi
Benaahara

45. Surat Permintaan Pembavyar
vang diajukan

disingk at SPP-TU adalah dok umen
Pengeluaran untuk permintaan tambahan  uang
melaksanakan k egiatan SKkPD yang persiliat mendesak  dan
digunakan untuk pembayaran [angsung dan uang px r s o d il .

46. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Perscedinan yang s clariptnya
disingk at SPPTU adalah  dok umen  yang digjukan  oleh Benadahara
Pengeluaran untuk  pernuntaan tambahan  uang pers edinan - guna
melaksanak an  kcgiatan SKPD yang bersifat mendesak  dan uefak dapat
digunak an untuk pembavaran langsung dan uang persediaan.

47. Surat Perintah Membayar yang selan jutnya disingkat SPM adalah dokumen
vang digunakan/ditmr[zi’ti’\'an oleh pengguna anggaran/kuasa penggund

anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban

pengeluaran DPA-SKPD.

48. Surat Perintah Membayyar Uang Persediaa
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pen
pengg una anggaran untuk penerbitan Surat Perinta
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan
untuk mendanai kegiatan.

| 49. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
' pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana gtas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk niengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.
S0. @Iﬂ_?ﬁmmah Membayar Tambahan Uang Persédiaall yang selanjutnya
"””-f?,i‘ ' SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
cuasa ‘pengguna anggaran untuk penerbita Su ¢ perintah

a atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena Kebutuhan

mlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan

olch
pers edinan guni
tfak dapat

n yang selanjutnya disinglat SPM-
gguna nggaran/kuasa
h Pencairan Dana atas

langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
nakan untuk penerbitan surat perintah
aran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
jutnya disingkat Sp2D adalah
*c_lajran dana atas beban ApBD
ah berdasdfkan SpM.
t BMD adalah semua barang
atau berasal darj perojehan

n Bengkayang
akibat lainnya

h _1, r Pemerintah

'.'5‘:‘.",.!' O

ail
ul
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58. Urusan pemerintahan adalah tungsdungsi pemerintahan yang menjadi hak

danfitau  susunan pemerintahan untuk

dan kewajiban sctiap tingkatan
sesebut vang menjadi kewenanganny

mengatur dan mengurus fungsi fung si te
dalam rangka melindungt, melavani, memberdavakan dan mens o hterakan
masxarakat.

59. Urusan Pemerintahan  Wajib  adalah
diselenggarakan oleh semua Dacrah.
60. Urusan Pemerintahan  Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang  wajib

sarakan oleh Daerah sesual dengan potenst vang dimilikt Dacrah,

discleng 2g:
61. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

Uus an  Pemerintahan  yvang  wajib

warga Negara.

62. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentu
pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pe
diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

63. Badan Layanan Umum Daerah yvang selanjutna disingkat
SKPDUnit Kerja pada  SKPD di ling kungan Pemerintah  Kabupaten
Bengkayang yang dibentuk untuk membertk an pelayanan kepada mas yarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
wm dan dalam melakukan kegintannya didasarkan pada

an mengenai jenis dan mutu
merintahan Wajib vang berhak

FILUD  adalah

dan produktivitas.
Perangkat Dacrah yang sclanjutya disinglkat SKPD adalah
u Kepala Dacrah dan DPRD dalam Penwlenggaraan Urusan
ng menjadi kewenangan dacrah.
Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPKD
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten
nak an Pengelolaan Keuangan Daerah,
jan dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
jutnya disinglkat PA adalah pe jabat pemegang
untuk melaksanakan tugas pokok dan

elanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
al sebagiun  kewenangan  pengag una
dan fungsi SKPD,
aten Beaglanang vang selanjutny
[ gras menviapkan soita
susunan APBD,
clanjutnya disingkat. PPRD
an Dacrah yvang sclanjutnya
melaks nnakan peng clolaan

1> adalah PIKD yang

e
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74. Pejabat Penatawssahaan Keuangan S KPD yang sclanjuinya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD,

75. Bendahara  Pencdmiaan  adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBI pada SKPD.
adalah  pejabat  yang  ditunjuk  menerima,

760. Bendahara  Pengeluaran
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempenanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaks anaan APBD pada

SKkP’L).
Aparatur Sipil Negara yang s¢lanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri |

sipil dan pegawai pemerintah dengan per janjian kerja yang diangkat oleh _
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan |
pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundangundangan.
78. Badan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
uswha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
79. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari
penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
80. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah

rir ip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
keuangan pemerintah.

h' ja Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah prinsip-
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
d_pzl.il’-l oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
ang untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
ka fpgningkatkan keterbandingan laporan keuangan
riode maupun antar entitas.

tah Kabupaten Bengkayang adalah rangkaian
nyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
' -_:Jak analisis transaksi sampai dengan ,
an sa,si pemerintahan daerah.
gkat BAS adalah daftar kodefi kasi
ya.ng disusun secara sistematis

aran dan pelaporan keuangan

77.

7
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Tujuan disusunnya Feraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan
Pmgdalaan Keuangan Daerah herupa:

4. perencanaan;

b. penganggaran;

Cc. penatausahaan;

d. akuntansi dan pelapotan;

e. pertanggungjawaban;dan

f. pengawasan keuangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
k euangan daerah;
pengelola keuangan daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan;
laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkayang;
Ina 1 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

dan utang daerah;

¥

keuangan daerah;
daerah;
awasan; dan

=4 ﬂ.'-.""" mERosAnos

BAB IlI

dan retribusi daerah serta

Urusan Pemerintahan

P lain berupa uang.
jang dapat dinilai dengan

acrah dalam rangka
kepentingan

v n
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BAB IV
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keyangan Daerah

Pasal 7

gang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

lam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; '

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, ran

perubahan APBD dan rancangan
giawaban pelaksanaan APBD kepa

! (1) Bupati selaku peme
mewakili daerah da
(2) Pemegang kekuasaan

.

cangan Perda tentang
Perda tentang
da DPRD untuk

dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetu juan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan KeuanganDaerah;

tu dalam keadaan mendesak terkait

e. mengambil tindakan terten
Per 1 Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah

il / =, at ‘masyarakat;
f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
net I:-‘ H EA;

S

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
ejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pelerimaan

bertugas melakukan pengelolaan Utang dan

melakukan pengujian atas tagihan

melakukan penge€lolaan Baraflg Milik

1 Tar oka Penhgejolaan Kepyangan
urs perundang-un(i]angan;

k.
ngan ketentuan peraturan
a dimaksud pada ayat (1),
aannva yang bel'uPa

haan, pelaporan
1 Daerah kepada

‘ayat (3) terdiri

Dipindai dengan CamCcann



(1) B}lpati selaku wakil daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkedudukan
sebagai pemilik modal pada perusahaan Umum daerah atau pemegang saham

paﬂapnrmandaarah

2) Ke m lahhl wakil daerah dalam kepemilikan

ANy an _ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
de n Kk 1 peraturan perundang-undangan.

u—.n pengelolaan keuangan dae€rah

seluruh kekuasaannya kepada:

lak mpengelola keuangan daerah;

a anggaran/pengguna barang.
w pada ayat (3) ditetapkan dengan
1 prinsip pemisahan kewenangan antara yang
Hmnenma atau yang mengeluarkan uang.

§ N
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Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
_ b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan
| APBD dan r-ancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:
koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerabh;
koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengejojaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
g. memimpin TAPD.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada avat (1),
koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada

Bupati.

=0 a0

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 10

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a. menyusur dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan
 menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang
APB! dan rancangan Perda tentang

vaban pelaksanaan APBD;
' uitan Pendapatan Daerah yang telah diatur

suai dengan ketentuan peraturan

":'__-..'- selaku BUD sebagaimana

elaksanaan APBD;

Y DR .h
an sistem penerimaan dan

aberian jewminan  atas
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anal T |

(1) PPKD selaku BUD mengusiulkan pejabat dilingkungan SKPKI) kepada

Bupati untuk ditetapkan sebagal Kuasa 13.11)
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayst (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati
Kuasa BUD sebagaimana dimslaund pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menviapkan Anggaran Kas,
b. menviapkan SPD;

c. menerbitkan S P2D
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD okh

bank dan/atau lembmaga keuangrn lainnya yang teiah ditun juk;
c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperluk an  dalam

menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatzan uwang mengelola/menatausahakan

investasi;

muelakukan pembayaran bedasarkan permintaan PA/KPA atas
Beban APBD;

melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

k mela kukan penagihan piutang daerah; dan

L melakukan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran transaksi
yang tidak melalui kas umum daerah.

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

(3)

" Fan

= B

=

Pasal 12

wnll lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di
e besaran jumlah uang yang dikelola,
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n. melaksanakan tugas lainmya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dima ksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris
Dacrah.

Itagian Kelima
Kuasa ’engguna Anggaran

Pasal 14

PA dapat melimpahkan scbagian kewcnangannya kepacda kepala Unit

SKPD sclak u KPA.

’ (2) Pelimpahan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

' berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau

| rentang kendali.

! (3) Pelimpahan kewecnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran vang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

KPA bertanggung jawab kepada PA.

= - Bagian Keenam
i PPTK-SKPD

Pasal 15
an Kegiatan mecnetapkan pejabat pada
1 pada ayat (1) bertugas membantu tugas

dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

) kepada PA/KPA.

ud dalam Pasal 15 ayat (1)
jabatan, besaran anggaran
li dan/atau pertimbangan

an Pegawai ASN
\ dﬂlﬁm.lmyl.
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(3) Dalam hal Udak terdapnt Pegawnl ASN  yang mendudukl  jabatan
Mruktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungstonal amum selaku

PPTK vang krlterianyn divetapkan Mupnti

Hagian Ketujuh
Pejabnt Penatausahoan Keuangan Satuan Kerja Pemngleat Daemah (

Pamal 17 |

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-8KPD  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf | untule melaksmokean fungsi tata usaba

keuangan pada SKP'D,
i |
- |

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksiuel poda ayat (1) mempunyai tugns dan

WCeWCNANR,
a. mdakukan vetliikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS heserta bukti |

kelengkapannya yang diajulkan oleh Hendahara Pengeluaran; |

b, menviapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan patagaungjawaban Berdahara Penerimaan
dan Bendahara Pawg eluaran;

d. melaksanakon fungsi akuntansi pada SKPD; dan

¢. manyuwsun laporan keuangan SKPD,
(3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merang kap sdagai

pe jibat dan pe gawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah
dan reuibusi  dacrah, Bendahara  Penerimaan, Bendahara  Pengeluaran

dan/atau PI'TK.

Pasal 18

(1) Dalam hal PA melimpahkan sehagian kewenangannya kepada KPA karena
14 ayat (2), PA

pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal
wm m m untuk melaksamakan fungsi tata usaha

(2) K Unit SKPD scbag mmwm mempunyai tugas:
1elakuk m dan SPRLS beserta bukti kelengkapannya

_ Pengeluaran pembantu;

m mm SPPTU dan SPP-LS yang

e '- ! plhlmi dan

pe aban Bendahara Penerimaan
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(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada |

unit kerja SKPD yvang bersangkutan.

(2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup ;

penugasan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 21

(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas meMmbantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan

kepala SKPD.
Pasal 22

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja pada SKPD.
(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas

dan wewenang:
‘mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU.
PP TU dan SPP LS;
a dan menyimpan UP, GU dan TU;
bayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanyra;
ayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan

A1 dl)

dokumen pembayaran;

an secara administratif kepada PA dan laporan
al kepada BUD secara periodik: dan
ai dengan ketentuan peraturan

=

1ya kepada KPA sebagaiman a
(2), Bupati atas usul PPKD

_ 1 dimaksud pada avar (3) |

kan SPP TU dan SPP LS:
endahara Pengeluaran:

TU ya

=

ketentuan
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Pasal 23

(1) Kepala SKPD atas usul endahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai vang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meniopkntkan cfektititas peng e lolaan Belanja 1)aecrah.

(2) Pegawal  vang bhertugas membantu  Bendahara  Pengeluaran
schagaimana  dimaksud pada avat (1) melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugas an yang ditetapkan

kepala SKPD.

Pasal 24

Bandahara Pencrimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan ke gintan  perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
prenjualan jasa; . .

L. bertindak sc¢bagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan dan/atau
prenjualan jasa; dan

c. menyimpan  uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Bagian Kesembilan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 25

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin

oleh Sekretaris Daerah.
(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana
s PPKD dan lain sesuai dengan kebutuhan.
agaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
ibahas kebi] ‘Pengelolaan Keuangan Daerah;
mbahas rancangan KUA dan rancangan perubahan

4, LT

- PPAS dan rancangan perubahan

abahan APBD dan rancangan

dan
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BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE LANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah vang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.

(2) APBD scbagaimana dimaksud pada awat (1) disusun dengan mempedomani
KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
distribusi dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

pengawasan, alokasi,

' Pasal 27

(I) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.
(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pendapatan daerah; dan
b. penerimaan pembiayaan daerah.
(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. belanja daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
h'lah yang dianggarkan dalam APBD secbagaimana dimaksud
1 rencana Penerimaan Daerah yang terukur sccara
I untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
peraturan perundang-undangan.
- kan dalam APBD sebagaimana dimaksud
Pcngcluaran Daerah sesuai dengan
maan Daerah dalam jumlah yang

~dimaksud pada ayat (3) harus

Daerah scbagaimana

to dalam APBD.
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Yasal 30

(1) APBD merupakan satu kesatuan vang terdiri atas:

a. pendapatan dacrah;
b. belanja dacrah; dan

C. pembiayaan dacrah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada avat (1) diklasifikasikan menurut Urusan
Pemierintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Klasifik asi APBD menurut Urusan Pemerintahan dacrah dan organisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai

‘ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang
1S merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Imah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf ¢

qaua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

upun pada tahun anggaran berikutnya.

intahan daerah, organisasi,

———
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(2) Pendapatan pajak dacrah dan retribusi dacrah sebagaimana dimaksud pada
awat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah.

(3) Hasil pengelolaan keckayaan daerah yang dipis ahkan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf ¢ merupakan Penerimaan Dacrah atas hasil penyertaan
modal dacrah.

(4) Lain-lain pendapatan asli Dacrah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. hasil penjualan BMD vang tidak dipisahkan;

). has il pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

—_—

c. hasil kerja sama dacrah;

d. jasa giro;

e. hasil pengelolaan dana bergulir;

. pendapatan bunga;

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan,
tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimaan lain scbagai akibat penyimpanan
uang pada bank, pencrimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau

. dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Dacrabh;

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

J. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k. pendapatan denda pajak dacrah;

1. pendapatan denda retribusi daerah;

m. pendapatan hasil cksckusi atas jaminan,;

n. pendapatan dari pengembalian;

o. pendapatan dari BLUD; dan

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 35

dilarang:

disebut nama lainnya yang dipctrsamakan
diatur dalam undang-undang; dan

p ekonomi biaya tinggi, menghambat
N jasa antar dacrah, dan kegiatan
2is nasional.

disecbut nama lainnya
i sanksi administratif
dalam ketentuan

dalam Pasal 35
1 peraturan
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a. transfer Pemerintah Pusat;
b. transfer antardaerah.
(2) Transfer Pemerintah Pusat schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. dana perimbangan;
b. dana insentif dacrah;
c. dana desa.
(3) Transfier antar-dacrah sc¢hagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 38

(1) Dana perimbangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a
terdiri atas:
a. dana transfer umum; dan
b. dana transfer khusus.

(2) Dana Transfer Umum schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. DBH; dan
b. DAU.

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

Pasal 39

d dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a bersumber

perkebunan, pertambangan dan

i -
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f. penermann o ition vang bevasal dari poomguatan pengusalin pedloun

dan pungutan hastl peiloanan yang dihasitiinn daor wilnynh daerah yang
Derssanghutan

[ sl 40

vang,  dinlolasilan  dengan tujuan

DAL bersumber dari pendapatan APHN
sl Jeelonhan

pemeratanan kemampuan Kewmpan ot dunerah urtile e
dacrah  dalam rangha pelaksanaan desennmliynsi seswt dengnn ketentuan

] peraturan permndang vtdnmpan

Pacand <44

Dana Transfer Khusus sebagainmna dinmakesud dalom Pasal 38 ayat (1) hural b
Lrersumber dari APBN yang dinlokasikan pada Diesrah untule mendanal Keg, latan
Khusus yang merupakan  Umisan Pemerintahan  yang menjadi kewenagin
dacrah yang ditetapkan oleh Pemerintah  Pusat  sesuai dengan kelentaan

peraturan perundang-undangan,
Pasal 42

Dana inseutit daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasul 37 ayal (2) hurul b
bersumber dart APBN yang dinloknsikian kepada Devich tertentu berdasarkan
kriterfa tertentu dengan tujuan untulk memberilan peng hargaan
dan/atau peneapainn Kineeja tertentu.

Pasal 43

atas perbailan

m ranstel Pemerintah Pusat sebag nimana dimalesud dalam Pasal 37
ul a dilaksanakan sesuai dengin ketentuan peraturan perundang-

¥

e

]

Pasal 44

ain an:  dimalkesud dalam Pasal 37 ayat (3] huruf a
e Pendapatan Dacrah yang, dialokas ilkan

ersentase tertentu sesuai dengan ketentuan
g i

o T

[

! M 37 ayat (3) huruf b
ya baik dalam rangka kerja
keuangan dan/atau

i (1) terdiri ats:

i
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Pasal 47

Hibah sebeagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan
jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat,

berupa uang. barang dan/atau
Pemerintah dacrah lain, masyvarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri vang tidak mengikat untuk menun jang peningkatan penyelenggaraan

menjadi  kewenangan daerah  sesuai  dengan

Urusan Pemerintahan  yvang
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana
vang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana

vang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 49

h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

1an yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana
(1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

jib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
lﬂih yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan

terkait Pelayanan Dasar.
iimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

naksud pada ayat (1) dialokasikan dengan
tahan Wajib terkait Pelayanan

clayanan Minimal.
mmtahan Wajib yang tidak
] sesuai dengan kebutuhan

u Pemerintahan  Pilihcin
. dan potensi yang dimiliki

_ N
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(2) Belania Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7)
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja
danjatau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
unda_ngan

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

~ avat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dmaksud pada ayat (3
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standlar harga satuan pada
masing-masing daerah.

(5] Analisis standar belanja din standar tek nis sebagaimana dimaksud pada
arut (1) dan avat (2) dan standar harga satuan sebagaimarna dimaksud pad 2
avat (4) ditetapk an dengan Peraturan Bupati.

6] Analiss standur belanja, sanlar hauga satuan danatau standar teknis
sebagaimana dimak.sud pada ayat (5] digunak an untuk menyusun rencana
ixeria dan anggaran dalam penyusunian rancanga n Perda tentang APBD.

(7) Belanja Daera.h sebegaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) dirinci
menurut urusan pemerintahan daerain, organisasi, Program, Ke giatan, jenis,
obvek dan rincian obyek Belanja Daerah.

Pasal 52
Urusan Pemerint.ahan Daerah sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7

disdlarasken dan dipadukan dengan belanja negara yang dklasfikaskan
menurut fungsi yvamg antara lain terdiri atas:

a pelayanan umum;
b. ket gnban dam kceamanan;
C. ekomiomi;

Pasal 33

gas sebegaimana dimaksud dabm Pasal 51 ayat
- organisasi yang ditetapkan berdasark an

peraturan perund ang-

pada ayat () rinciannya

SR L e e

. W ) o
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Pasal 55

(1) Klasifi kasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada awat (1) huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari daerah yvang memberi
manfaat jangka pendek.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD Kabupaten Bengkavang
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya.

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada awat (1) huruf d merupakan |
pengeluaran uang dari daerah kepada daerah lainnya dan/atau dari daerah
kepada pemerintah desa. !

Pasal 56
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 awat (1) huruf a
dirinci atas jenis: |

a dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b

sud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf

e o—

aksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d

sal 56 ayat (1) huruf a

£ il
|

erl kepada
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(1) Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan  kepada Pegawai ASN
dengan memperhatik an kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditctapkan dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Peraturan Pemierintah.

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri.

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah
memperoleh  pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Dalam hal Bupati menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi
Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
awat (4) dan ayat (S), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kcuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum atas usulan Menteri.

Pasal 59

(I) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan discrahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

(2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daecrah.

Pasal 60

Belanja bunga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c
digunakan untuk menganggarkan pcmbayaran bunga Utang yang dihitung atas
kewa jiban pokok U’_ bcrd.a.nrkan perjanjian pinjaman.

(1) Belanja subsidi sc ana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d
~ digunakan ag ___m._.‘._.zi_j sa yang dmasﬂkan oleh badan
- usal Au badan usaha milik swasta, sesuai

-
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(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi

sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada upati.
(6) Ketentuan  Iebih  lanjut  mwengenai  tata  cara  pemberian  dan

pertang zgungawaban subsidi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1] huruf e
diberikan kepada Pemerintah Pusat, daerah lainnya, badan usaha milik
negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
keemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus mencrus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain

I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan daerah sesuai
kepentingan Dacrah dalam mendukung terselenggaranya  fungsi
pemierintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan  Keuangan  Daerah  setclah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf
f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
““ secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
hlmmﬂ:!nan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam '

1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.m diberikan setiap tahun anggaran
as d nﬂinﬂal

a dir I pada ayat (1) dianggarkan

hm Daerah setelah
1 Pemerintahan Wajib dan
kan lain sesuai dengan

4

-
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(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada avat (2) dianggarkan dalam
belanja modal sebwsar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh
belanja vang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai

aset s ap digunakan

Pasal 65

Belanja modal sebagaimana dim aksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah vang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor. alat
elek tronik. inventaris kantor dan peralatan lainnya vang nilainnva
signifikan dan masa manfaatnwa lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangeumn vang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
daerah dan dalam kondisi siap pakai;

d. belanja jalan, irigasi dan jaringan, diipunakan untuk menganggarkan jalan.

irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan vang diban.sun oleh

daerah erta dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;

bela nja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap

lainnya mencakup assa tetap vang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf d, yang diperolech dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap vang ndak
digunakan untuk keperiuan operasional daerah, tidak memenuhi definisi

tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
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(4) Peruntukan dan prengelolaan bantuan keuangan vang bersilit umum
schagaimana dimaksud pada avat (4) diserahkan kepada penerima
bantuan.

(S) Peruntmkan bantuan keuangan vang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada avat (4) ditetapkan oleh dacrah sebagai pemberi
bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

(06) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada axat (6) dapat mensyamatkan penyediaan dana pendamping
dalam API3D atau anggaran pendapatan dan belamja penerima
bantuan.

Pasal 68

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 avat (3)
merupak an pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembavaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun
schelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga scbagaimana dimeksud pada avat (1)
tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam

Perubahan DPA SKPD.
Pasal 69

it scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (1)

]'.l
-ana -alam bencana sosial dan/atau

| n pertolongan; dan/atau
nengganggu kegiatan pelayanan
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(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap damrat bencana, konflik sosial
dan/atau kejadian luar biasa schagamana dimaksud pada ayat (4)
digunakan secsuai dengan ketentuan peraturan perundmmgundangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai  keperluan mendesak  vang  belum
A ANggAaArannya,

tersedia ang garannva dan/atau tidak cukup tersedi
difornnilasikan  terlebih  dahulu  dalam  RKA SKPDH  dan/atau

Perubahan DIPA SKE'D,

I3agian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

(1) Pembiayaan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiairaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.
(2) Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cirinci

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek dan

rincian obvek Pembiayaan daerah. |
(3) Penerimaan pembiayaan daerah se

huruf a bersumber dari:

a. SILPA;

b. pencairan Dana Cadangan; !

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
daerah;

bagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan
. O

lan Pembiayaan terhadap
ada ayat (5) digunakan

|
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